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KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44 /0% /KUM/2021
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANT] ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Menimbang:

Mengingat:

a.

cl.

SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa dengan memperhatikan Surat dari Bupali Balangai
Nomor 130/001/Pem tanggal 6 Januari 2021 Perihal Penyampaiat
Usul Pemberhentian Antar-Waktu dan Pengganti Antar-Waktt
Anggota DPRD Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan 2019-202¢
dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Balangan Nomor 171/01,
DPRD-BLG/2021 tanggal 5 Januari 2021 Perihal Penyampaian Usu
Pemberhentian Antar-Waktu dan Pengganti Antar-Waktu Anggot:
DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalar
konsiderans huruf a, dipandang perlu meresmikan pem herhentia;
Saudaras UP! WANDI schagai Anggota Dewan Perwalilan Rakye
PDaerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-202

dalam sebuah Kepuinsan Gubernui

bahwa Saudara EDDY YULIANTO, S.Pd., M.AP. dari PDI Perjuanga
Daerah Pemilihan Kabupaten Balangan 1 (satu), dinilai tela
memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebage
Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera
Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-202¢
berdasarkan Berita Acara Komisi Pemiiihan Umum Kabupate
Balangan Nomor 001/PY.03-BA/63] 1/KPU-Kab/1/2021 tanggal
Januari 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calo
Penganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Balangan Has
Pemilihan Umum Tabun 2019;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana  dimaksu
daiam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusa
Gubernur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undar
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Unda r:g Daruar:
Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daers
Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan schagsi Undang-Undar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);




N
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Z
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclab diubah dengarn
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Ralivat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ©109);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ha
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa;
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoma
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins:
Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubh
Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaas
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 201
tentang Penyeclenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebaga
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republil
Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubal
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan I\bcmpat. Atas Peraturai
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentan;
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur scbaga
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republil
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republil
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubat
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201¢
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &(
Tahun 2015 tentang “mnbomnkﬂn Produk Hukum Daerah (Berit:

Negara Republik Tndone Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Provins: Kalimantan Selatan Nomor 1]
Tahun 2016 tentang P(*mbentu <an dan Susunan Perangkat Dacral
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantas
Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daeral
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 201¢
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatz
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daeral
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/
0682/KUM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewar
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Balangan Masa Jabatar
Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian  dan
Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Ra kya
Daecrah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
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Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:
UPI WANDI dari PDI Perjuangan,

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera
Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, disertai ucapa
terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjadi Anggot
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji, meresmika

pengangkatan Saudara:
EDDY YULIANTO, S.Pd., M.AP. dari PDI Perjuangan,

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Balanga
Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

ieputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ketua Mahkamah Agung di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Menten

Q
v

ckretaris Negara di Jakarta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Repubhik Indonesia i Jakarta.

JInspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakaita.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakart:.
Ketua Pengadilan Tinggit Banjarmasin di Banjarbaru.

Inspektur Provinsi Kalimantan Sclatan di Banjarbaru.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Bupati Balangan di Paringin.

Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan di Paringin.

Ketua Pengadilan Negeri Paringin di Paringin.
Ketua KPU Kabupaten Balangan di Paringin.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Balangan di Paringin.

Yang bersangkutan untuk dipergunakan secbagaimana mestinya.



